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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia sebagai negara yang mencita-citakan terwujudnya 
masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, serta merata materil 
dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 
perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu 
modal pembangunan nasional termasuk derajat kesehatannya. Demi 
meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia di Indonesia 
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat maka perlu upaya 
peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan Kesehatan, salah 
satunya ialah dengan mengusahakan ketersediaan psikotropika dan 
obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan, 
untuk percobaan dan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan 
 Dalam penyelengaraan pelayanan kesehatan, narkotika memegang 
peranan penting karena narkotika ini digunakan untuk kepentingan 
ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan 
pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan 
produksi dan impor. Namun demikian, dampak postif dari narkotika 
sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan 
pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. 
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Akibat dari itu semuatanpa pengawasan dari petugas yang berwenang 
akan mengakibatkan ketagihan sehingga ketergantungan, yang 
kemudian menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. 
Perkembangan era globalisasi yang pesat dimana masyarakat 
lambat laun akan berkembang yang diikuti proses penyesuaian diri 
terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka perilaku 
manusia dalamhidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara justru 
semakin kompleks dan bahkan sampai multi kompleks. Dengan kata 
lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebutsemakin sering 
terjadi dan kejahatan semakin bertambah baik jenis maupun polanya. 
Perilaku yang demikian apabila di tinjau dari segi hukum tentunya ada 
pelaku yang dapat dikategorikan tidak sesuai dengan norma (hukum) 
yang berlaku. Untuk itu masyarakat sangat memerlukan hukum yang 
mengatur sebagai pengatur segala tindak-tanduk manusia dalam 
masyarakat, dan dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah 
dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi 
atau penegakan hukum. 
 Penegakan supermasi hukum dimulai dengan melakukan 
pembenahan-pembenahan baik dari segi materil (substansi) maupun 
dari segi formal sebuah peraturan perundang-undangan dan 
peningkatan kualitas sumber daya aparat penegakan hukum. Dari sisi 
perundang-undangan, kualitassebuah peraturan perundang-undangan 
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harus diperhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi 
sebuah undang-undang harus sinkron dan relavan baik dalam 
hubungannya dengan pengaturan perundang-undangan lain ataupun 
nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 
 Berbicara mengenai tindak pidana peredaran  narkotika,maka kita 
akan selalu dihadapkan pada realita yang ada dimana kejahatan yang 
dilakukan oleh orang-perorang hingga melibatkan kelompok tertentu 
dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat 
kalangan menengah keatas dan bahkan sampai melibatkan kaum 
perempuan. Peredaran  Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif 
lainnya (Narkoba) menjadi menjadi ancaman nasional yang perlu 
diperhatikan secara multidimensional, baik ditinjau dari sagi mikro 
(keluarga) maupun makro (Ketahanan Nasional). Namun ditinjau dari 
jenis zat, ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan 
prilaku yang terdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan 
menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tidak kriminal. 
 Tidak dapat dipungkiri bahwa Kejahatan Narkoba (Narkotika dan 
obat-obatan) berbahaya adalah kejahatan dengan modus operasi 
yang rapih, yaitu memanfaatkan  teknologi paling mutakhir dan 
canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi. Pada 
kenyatannnya, teknologi yang digunakan dalam modus operandi ini 
tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di 
banyak negara, termasuk Indonesia. Seringkali para pelaku kejahatan 
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Narkoba lolos atau tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum, 
apalagi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang belum 
mengaturnya, sindikat narkoba bisa beroprasi lebih leluasa, bahkan 
melibatkan kaum perempuan. 
 Pola penggunaan narkotika terus melanglang menembus batas 
negara, dari sisi pengguna di seluruh wilayah dunia, tersedia akses 
terhadap begitu ragam narkotika, dan disisi kecenderungan sosial 
khususnya diantar kaum muda (pelajar) dan kaum pekerja, menyebar 
lebih cepat melaui komunikasi yang semakin baik. Globalisasi 
pengguna narkotika memberikan arti kebijakan mereduksi permintaan 
yang dibuatlah harus berorientasi global juga, demikian juga hanya 
dengan sistem informasi dimana kebijakan itu bersandar. Narkotika 
yang beredar di tengah masyarakat mempunyai dampak yang 
berbeda-beda, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu narkotika yang mengakibatkan ketergantungan mental dan 
narkotika yang melibatkan ketergantungan mental dan fisik. 
 Dalam kaitan tersebut diatas ,  peredaran gelap narkotika, yaitu 
meliputi kelompok : remaja, anak-anak, pelajar, tempat hiburan, 
kelompok pekerja dan ibu rumah tangga/kaum perempuan, bahkan 
kaum perempuan sering dilirik sebagai alat yang ampuh untuk 
mengedarkan narkotika. 
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 Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai perempuan kerap 
diperdaya untuk dijadikan kurir narkotika setelah dijadikan pacar. Data 
BNN menunjukan jumlah perempun pengedar narkotika terus 
bertambah setiap tahunnya 
 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Tinjauan Krimonologis Terhadap 
Peredaran Narkotika Oleh Perempuan di Makassar (Studi Kasus 
2011-2013)”. 
B. Rumusan Masalah  
Dari latar belakang masalah di atas dan untuk lebih memfokuskan 
penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah 
sebagai berkut : 
1. Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan perempuan 
terlibat dalam peredaran narkotikadi Makassar ? 
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk 
mencegah atau menanggulangi keterlibatan perempuan dalam 
peredaran narkotika di Makassar ? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
 Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujan dalam 
penelitian ini yang biasa kami gambarkan adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
perempuan terlibat dalam peredaran narkotika di Makassar 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk 
mencegah atau menanggulangi keterlibatan perempuan 
dalam peredaran narkotika di Makassar 
 
Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah : 
1. Agar hasil penulisan skripsi ini memberikan sumbangan 
teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan 
ilmu hukum pidana pada khususnya dan ilmu hukum pidana 
materil pada umumnya. 
2. Agar hasil penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai 
bahan diskusi untuk pembahasan mengenai kejahatan 
narkotika dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh 
mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait 
dengan narkotika selanjutnya. 
7 
3. Agar hasil penulisan saya skripsi ini menjadi sumbangan 
dalam rangka pembinaan hukum nasional, terutama 
pembinaan hukum pidana di Indonesia pada umumnya 
4. Memperluas wawasan pengetahuan penulis dan lebih 
mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu 
yang telah diperoleh di bangku perkuliahan 
5. Dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk memahami 
mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kaum 
perempuan melakukan tindak pidana penyalahgunaan 
(peredaran) narkotika 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
a. Pengertian Kriminologi 
Perkembangan ruang lingkup ilmu kriminogi sejalan dengan 
perkembangan pemikiran yang mendasari studi kejahatan itu 
sendiri.Perkembangan lingkup pembahasannya selalu diarahkan 
kepada suatu tindak pidana terhadap kejahatan yang terjadi dalam 
masyarakat. 
Definisi tentang kriminogi banyak dikemukakan oleh para sarjana 
dan masing-masing dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang di 
cakup oleh kriminologi. Bonger mengemukakan kriminologi adalah 
ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidik gejala kejahatan 
seluas-luasnya. Sutherland merumuskan keseluruhan ilmu yang 
berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Thorsten 
Sellin (Romli Atmasasmita 2005:6), mengemukakan bahwa istilah 
criminology di Amerika Serikat dipakai untuk menggambarkan ilmu 
tentang penjahat dan cara penanggulangannya. 
Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang 
memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena 
kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan, dan upaya yang dapat 
dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan 
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perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari 
Perancis, bernama Paul Topinard(Topo Santoso, 2003:9), 
mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilm yang 
mempelajari sosial-sosial kejahatan. Kata kriminogi itu sendiri 
berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti 
kejahatan, dan logos yang beratrti ilmu pengetahuan”. 
Menurut SoejonoD (1985:4) menjelaskan bahwa: 
“Dari segi etimologisnya istilha kriminologis terdiri dari dua suku kata 
yakni, crimesyang berati kejahatan, danlogosyang berarti 
ilmupengetahuan, jadi menurut pandangan etimologi istilah 
kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari segala 
sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya”. 
Menurut Romli Atmasasmita (1992:5) menjelaskan bahwa : 
“Kriminolgi merupakan studi tentang tingkah laku manusia dan 
tidaklah berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang 
bersifat non kriminal” 
J.Constant(A.S. Alam 2010:2) mendefinisikan kriminologi sebagai : 
“ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang 
menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat” 
WME. Noach(A.S. Alam 2010:2) menjelaskan bahwa : 
“ kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala 
kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab_musabab 
serta akibat-akibatnya”. 
Berdasarkan rumusan ahli diatas, dapat dilihat penyisipan kata 
kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang 
menjadi perhatian dari perumusan kriminologi bertujuan mempelajari 
kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, 
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maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan 
dengan kejahatan tersebut. Penjahat dan kejahatan tidak dapat 
dipisahkan, hanya dapat dibedakan. 
Menurut Wood (Abd.Salam 2007:5), bahwa kriminolgi secara ilmiah 
dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 
 Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan 
sebagai masalah yuridis sebagai objek pembahasan ilmu 
hukum pidana dan acara hukum pidana. 
 Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan 
sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan 
kriminologidalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi 
 Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan 
sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan 
kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam 
forensik, dan ilmu kimia forensik 
 
b. Ruang Lingkup Krimonolgi 
  Menurut A.S. Alam (2010:2-3)ruang lingkup pembahasan 
kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu : 
1. Proses pembuatan hukum pidana (makinglaws) 
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana 
(process of making laws) meliputi : 
 Definisi kejahatan 
 Unsur-unsur kejahatan 
 Relativitas pengertian kejahatan 
 Penggolongan kejahatan 
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 Statistik kejahatan 
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breking of laws) 
 Sedangkan yang dibahas dalam etilogi kriminal (brreaking of 
laws) meliputi : 
 Aliran-aliran (mazhab-mazhab) krimnologi 
 Teori-teori kriminologi 
 Berbagai perspektif kriminologi 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal inibukan hanya 
ditunjukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif 
tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa 
upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal provention). 
Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah 
perlakuan terhadap pelanggar-pelangar hukum (reacting 
Toward the Breaking laws) meliputi : 
 Teori-teori penghukuman 
 Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan 
baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif dan 
rehabilitatif. 
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 Demikian pula menurut W.A Bonger(Topo Santoso,2003:9) 
mengemukakan bahwa : 
“Kriminologi adalah lmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki 
gejala kejahatan seluas-luasnya” 
 Lanjut menurut  W.A. Bonger (Topo Santoso 2003:9) 
menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai 
berikut : 
 Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, 
artinya suatuprosedur pemikiran untuk merealisasikan 
sesuatu tujuan atau secara yang sistematik yang 
dipergunakan untuk mencapai tujuan. 
 Ilmu pengetahuan mempunyai sisitem, artinya suatu 
kebetulan dari berbagai untuk bagian yang saling 
berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang 
lainnya, anatra segi yang satu dengan segi yang lainnya, 
selanjutnya dengan peranan masing-masing segi didalam 
hubungan dan proses perkembangan keseluruhan 
 Mempunyai obyektifitas, artinya mengejar persesuaian antara 
pengetahuan dan di ketahuinya, mengejar sesuai isinya dan 
obyeknya (hal yang diketahui). 
Jadi menurut W.A Bonger (Topo Santoso,2003:9) menjelaskan 
bahwa : 
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“Kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas dianggap sebagai 
suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, 
seperti pelacuran, kemiskinan, narkotika dan lain-lain”. 
 
B.Kejahatan 
1. Pengertian dan Unsur-unsur Kejahatan 
 Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau 
tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau 
mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, 
penipuan, penculikan dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia 
(Soedjono, 1994: 30), sedangkan di dalam KUHP tidak disebutkan 
secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 
488 KUHP. 
 Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari 
adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang 
dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasaan, pencurian, 
penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia sebagaimana 
yang dikemukakan Rusli Effendy (1978: 1). 
 Kejahatan adalah delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang 
meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa 
pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 
tata hukum. 
 Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang 
melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Ruang 
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lingkuptentang kejahatan ini ditemukan di dalam undang-undang, 
peraturan pemerintah dan lain-lain, akan tetapi aturan yang ada 
terbatas pada waktu dan tempat walaupun kebaikannya sudah jelas 
nampak, yaitu adanya kepastian hukum karena dengan ini orang akan 
tahu yang mana perbuatan jahat dan yang tidak jahat. 
 Menurut A.S Alam (2010: 18) untuk menyebut suatu perbuatan 
sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang 
harus di penuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah: 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian 
2. Kerugian tersebut telah diatur dalam KUHP 
3. Harus ada perbuatan 
4. Harus ada maksud jahat 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat 
6. Harus ada pembauran antara kerugian yang telah diatur di 
dalam KUHP dengan perbuatan 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut. 
 
2. Faktor penyebab Terjadinya Kejahatan 
 Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan 
yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab 
kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan 
bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum 
juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan 
 Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan 
kausal.Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab 
musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan 
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faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil 
dalam menyebabkan  orang tertentu melakukan kejahatan, dengan 
melihat betapa kompleksnya perilkau manusia baik individu maupun 
secara berkelompok. 
 Terjadinya suatu kejahatan, tidak semata-mata disebabkan 
tindakan kejahatan oleh pelaku saja. Para korban kejahatan dapat 
memiliki andil terhadap kejahatan menimpanya. Dalam hal ini Lilik  
Mulyadi (2004:133) berdendapat bahwa : 
“Pada dasarnya korban dapat berperan baik dalam keadaan sadar 
atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau 
bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, 
dengan motivasi positf atau negatif semuanya tergantung pada situasi 
dan kondisi pada saat kejahatan berlangsung”. 
 
Sparovic (weda, 1996:76) mengemukakan bahwa : 
“Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) 
faktor personal termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis 
kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresitivitas, 
kecerobohan dan keter asingan ), dan (2) faktor situasinal, seperti 
situasi konflik, faktor tempat dan waktu”. 
   Dalam perkembangan, terdapat beberapa teori yang berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan, Dari pemikiran itu, 
berkembanglahaliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. 
Sebenarnya teori-teori yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan 
sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada wakti itu, seseorang yang 
melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. 
Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan, seseorang tidak akan 
melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan 
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muncullah beberapa aliran, yaittu aliran klasik, kartografi, tipologi dan 
aliran yang sosiologi. 
 Aliran klasik timbul di Inggris, kemudian menyebar luas ke Eropa 
dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologis hedonistic.. Bagi 
aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan 
rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana 
yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan 
pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu 
penderitaan . Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan 
sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dan 
konsekuensi yang telah  dipertimbangkan, walaupun dengan 
pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan 
kesenangan. 
  Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria(Weda, 1996:15) yang 
mengemukakan bahwa : 
“Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dengan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan 
tersebut”. 
Sementara itu Bentham(Weda, 1996:15) menyebutkan bahwa : 
“the act which i think will give me most pleasure. Dengan demikian, 
pidana yang merata sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenagan 
yang akan diperoleh”. 
 Aliran kedua adalah Kartogrpahik. Para tokoh aliran ini antara 
lain Quetet dan Querry. Aliran ini dikembangan di Prancis dan 
17 
menyebar ke Inggris dan Jerman aliran ini memperhatikan penyebaran 
kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan 
sosial. Aliran ini berdendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan 
dan kondisi-kondisi sosial yang ada. 
  Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran Marks dan 
Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada 
determenisme ekonomi (Bawengan, 1974:32). Menurut para tokoh 
aliran ini, kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitalis 
yang diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga 
menciptakan faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan. 
   Aliran keempat adalah Tipologic. Ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini yaitu Lambrossin. Mental tester, dan Psikiatrikyang 
mempunyai kesamaan pemikiran dan mitiologi. Mereka mempunyai 
asusmsi bahwa perbedaan antara penjahat dan bukan penjahat terletak 
pada sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang 
tertentu berbuat kejahatan. 
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
 Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat 
diseluruh negara semenjak dahulu pada hakikatnya merupakan produk 
dan masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenakan masyarakat, seperti 
norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, 
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norma moral, hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam 
undang-undang yang dipertanggung jawabkan aparat pemerintah untuk 
menegakkanya, terutam kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, Karena 
kejahatan langsung menggangu keamanan dan keterlibatan 
masyarakat, oleh karena setiap orang mendambakan kehidupan 
masyarakat yang tenang dan damai 
 Menurut Hoefnagels(Arief, 1991:2) upaya penanggulangan 
kejahatan dapat ditempuh dengan cara : 
a) Criminal application: (penerapan hukum pidana ) 
Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dangan 
hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan 
maupun putusannya. 
b) Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 
Conttohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal 
pada pelaku kejahtan, maka secara tidak langsung 
memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik 
walaupun ia tidak dikenai hukuman adatau shock therapi 
kepada masyarakat. 
c) Influencing views of society on crime and punishmant(mas 
media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai 
kejahatan dan pemindaan mas media). 
Contohnya : mensodialisasikan suatu undang-undang 
dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik 
itu dan ancaman hukumannya. 
 Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser(Darmawan, 1994) 
memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu 
usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang 
khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai 
tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari 
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suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-
usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat 
menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. 
 Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan 
sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta 
masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan 
kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-
badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral 
dan masyarakat (Sudarto, 1981:114). 
 Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis 
dalam menanggulangi kejahatan meliputi (Arief, 1991:4), Ketimpangan 
sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran 
dan kebodohan diantara golongan besar pendudukan. Bahwa upaya 
penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus 
merupakan strategi pencegahan yang mendasar. Oleh karena itu, 
peran serta masyarakkat dalam kegiatan pencegahan kejahatan 
menjadi hal yang sangat diharapkan. 
C.  Pengertian Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
  Narkotika berasal dari kata narkoties yang sama artinya 
dengan kata narcosis yang berarti membius (Taufik Makaro, 2003: 
21). Sifat zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak 
20 
sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, 
pikiran, kesadaran dan halusinasi. Disamping dapat digunakan 
sebagai pembiusan. Smith Klise dan French Clinical Staff 
berpendapat bahwa narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat 
mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-
zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral (Hari 
Sasangka, 2003: 33). 
 Narkotika merupakan zat atau bahan aktf yang bekerja pada 
sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan 
sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat 
menmbulkan ketergantungan atau ketagihan (Edy 
Karsono;2004:11)  
 Dalam ketentun umum UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika menyebutkan bahwa pengertian narkotika adalah zat 
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 
atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulan ketergantungan. 
 Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh 
peyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat 1 UU. 
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : 
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, 
dipidanana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara 
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paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar 
rupiah)”. 
 
 Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang 
tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau merupakan suatu 
tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum 
yang berat. 
Penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat artinya 
mempergunakan dan mengedarkan  narkotika atau obat yang 
bukan untuk tujuan pengobatan (Ridha Ma’ruf, 1989: 9). Orang 
yang menyalahgunakan dapat menimbulkan rasa ketagihan atau 
kecanduan kepada narkotika. Kecanduan itu  dapat didefinisikan 
sebagai penyalahgunaan narkoba yang berkelanjutan sehingga 
menimbulkan ketergantungan baik secara  fisik ataupun  secara 
psikologi  
  Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat 
diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian 
narkotika secara berlebih dan bukan untuk pengobatan sehingga 
dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah laku 
dalam masyarakat. 
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2. Jenis-jenis Narkotika 
 Narkotika yang terbuat dari alam terdiri dari atas tiga bagian yaitu 
cocain, ganja, atau opium (Hari Sasangka;2003:35) 
a. COCAIN 
 Cocain adalah sesuatualkoloida yang berasal dari 
daun Erythoroxylon coca L. Tanaman tersebut banyak 
tumbuh di Amerika Selatan di bagian barat ke utara lautan 
teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh di daerah tinggi 
andes Amerika selatan, khususya di Peru dan Bolivia. 
Tumbuh juga ceyton, India, dan Jawa. Di pulau jawa 
kadang-kadang ditanam dengan sengaja, tetapi sering 
tumbuh sebagai tanaman pagar (Hari Sasangka,2003:55). 
 Rasa dan daun Erythoroxlyn coca L.seperti teh dan 
mengandung kokain. Daun tersebut sering di kunyah 
karenasedap rasanya dan seolah-olah menyegarkan badan, 
sebenarnya dengan mengunyah tanaman tersebut dapat 
merusak paru-paru dan melunakkan saraf serta otot. Bunga 
erythoroxylon coca L. Selau tersusun berganda lima pada 
ketiak daun serta berwarna putih. 
 Cocain yang dikenal sekarang ini pertama kali dibuat 
secara sintesis pada tahun 1985, diman dampak yang 
ditimbulkandiakui dunia kedokteran. Sumber keguanaan 
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lainnya yang terkenal adalah coca-cola yang diperkenalkan 
pertama kali oleh Jhon Phomberton pada tahun 1886 yang 
dibuat dari sirup kokain dan kafein. Namun karena tekanan 
publik, penggunaan kokain pada coca-cola tersebut pada 
tahun 1903. 
  Dalam bidang ilmu kedokteran cocaindipergunakan 
sebagai anastesi (pemati rasa) lokal : 
 Dalam pembedahan pada mata, hidung, dan 
tenggorokan. 
 Menghilangkan rasa nyeri pada selaput lendir dengan 
cara menyemburkan larutan kokain 
 Menghilangkan rasa nyeri saat luka dibersihkan dan 
dijahit.Cara yg digunakan adalah menyuntik kokain 
subkutan. 
 Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan 
menyuntikkan kokain kedalam ruang ektradural(Hari 
Sasangka,2003:58) 
b. GANJA 
       Ganja berasal dari tanaman yang dapat tumbuh tanpa 
memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini tumbuh pada 
daerah beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan subur di 
daerah tropis. Dapat ditanam dan di tumbuh secara liar di 
semak belukar. 
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       Namun samaran ganja banyak sekali, misalnya: Indian 
hamp, Rumput, Barang, Daun hijau, Bangli, Bunga, Ikal, 
Labang, Jayus, Jun, Remaja di jakarta menyebutnya gele atau 
Cimeng, di Makasar menyebutnya topsi, dikalangan pecandu di 
sebut Grass, Marijuanna.Bagi pemakai sering dianggap 
lambang pergaulan, sebab didalam pemakainnya hampir selalu 
beramai-ramai karena efek yang ditimbulkan oleh ganja adalah 
kegembiaraan sehingga barang itu tidak mungkin dinikmati 
sendiri. 
Adapun bentuk-bentuk ganja kedalam lima bentuk, yaitu : 
1. Bentuk rokok lintingan yang disebut reefer. 
2. Bentuk campuran, dicampur tembakau untuk dihisap seperti 
rokok. 
3. Berbentuk campuran daun, tangkai dan bji untuk dihisap 
sepert rokok. 
4. Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui 
hidung. 
 Efek penggunaan ganja terhadap tubuh manusia telah 
banyak ditulis oleh ahli, Efek tersebut lebih banyak buruknya 
daripada baiknya. Penggunaan ganja itu sendiri lebih banyak 
untuk penggunaan negatif dari pada tujuan positf 
c. MORPIN  
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 Perkataan morpin itu berasal dari bahasa Yunani 
“Morpheus”yang artinya dewa mimpi yang di puja-puja. 
Nama ini cocok dengan pecandu morpin, karena merasa fly 
di awang-awang 
 Morpin adalah jenis narkotika bahan bakunya berasal 
dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morpin dapat 
dihasilkan dari opium. Morpin adalah prtotype analgetik yang 
kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, 
dan warnanya makin lama kecoklat-coklatan. 
 Morpin adalah alkoloida pertama dari opium. Ada tiga 
macam morpin yang beredar di masyarakat, yakni; cairan 
yang berwarna putih yang masyarakat. Pemakainnya 
dengan cara injeksi, bubuk atau serbuk berwarna putih 
seperti bubuk kapur atau tepung yang pemakaiannya 
dengan cara injeksi atau merokok, dan tablet kecil berwarna 
putih yang pemakainnya dengan menelan. 
 
d. HEROIN 
 Setelah ditemukan zat kimia morphin pada tahun 
1806 oleh Fredich Sertumer, Kemudian pada tahun 1998, 
Dr. Dresser, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, telah 
menemukan zat Heroin. Semula zat baru ini (heroin) diduga 
dapat menggantikan morphine dalam dunia kedokteran, dan 
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bermanfaat untuk mengobati para morpinis. Akan tetapi 
harapan tersebut tidak berlangsung lama, karena terbukti 
adanya kecanduan yang berlebihan bahkan lebih cepat 
daripada morphine serta lebih susah disembuhkan bagi para 
pecandunya. 
 
 Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi 
sintesis turunan morphin. Proses pembuatan heroin adalah 
melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di 
laboratorium dengan cara achetalasidengan aceticanydrida. 
Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidrida atau 
asetilklorid. 
 Selain penjelasan tersebut diatas, menurut Kepala Badan 
Narkotika Nasional, Drs Gories Mere, Undang-Undang Narkotika 
baru telah memperluas bahan- bahan yang digolongkan sebagai 
Narkotika Golongan I dengan memindahkan psikotropika 
Golongan I (diantaranya : Ekstasi) dan golongan II (diantaranya 
Sabu). Dari UU No.5 tahun 1997 kedalam UU No.35 tahun 2009. 
Narkotika golongan I tidak digunakan untuk pelayanan 
kesehatan karena sangaat berbahaya bagi kesehatan manusia. 
Oleh karena itu,  apabila organisasi kriminal/sindikat yang 
memproduksi,  mengimpor, dan mengedarkan secara melawan 
hukum ekstasi dan sabu, dapat dihukum lebih berat, yaitu jika 
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beratnya melebihi 5 (lima) Narkotika Golongan I dalam bentuk 
bukan tanaman (termasuk heroin dan kokain) maka perlu 
dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara lainnya. 
Semua zat berbahaya yang ada di undang-ndang yang lama (UU 
No. 5 dan 22 tahun 1997), di undang-undang yang baru menjadi 
Narkotika Golongan I semua, Kecuali golongan Psikotropika 
Golongan IV (diazepam, dsb itu masih masuk Psikotropika 
Golongan IV). 
Berikut penjelasan mengenai Sabu-sabu, Ekstasi, dan Putaw: 
 SABU-SABU 
 Nama asli dari sabu-sabu adalah methamfetamin, sedangkan 
nama sabu-sabu adalah nama gaul narkoba dari jenis ini. Sabu-
sabu berbentuk keristal seperti gula pasir dan vetsin. Ada bebrap 
jenis sabu antara lain ; Crystal, coconut dan gold river. Sabu-sabu 
dekenal dengan sebutan ice, juga dikenal dengan sebutan kristal, 
ubas, glass ,hirropon, squart,. Obat inidapat ditemukan didalam 
bentuk kristal dan tidak mempunyai warna maupun bau, karena 
itulah mempunyai nama lain ice. Obat ini juga mempunyai 
pengaruh terhadap syaraf. Si pemakai sabu-sabu, akan selalu 
tergantung pada jenis ini dan berlangsung lama, seta sabu- sabu ini 
mempunyai masing-masing kualitas, salah catu contoh sabu 
kualitas terbaik jika efeknya terasa minimal dua puluh empat jam. 
Cara pemakain sabu-sabu tersebut ini dengan ada 2 cara, yaitu ; 
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dengan menggunakan foil dan dengan mengunakan dengan 
sebutan pireks yg terbentuk dari kaca, efek samping bagi penguna 
sabu adalah penyakit jantung dan bahkan bisa mengalami 
kematian. 
 
 EKSTASI  
 Nama hykimia ekstasi adalah 3,4-methylenedioxy 
methamfetamin disingak MDMA. Ekstasi adalah salah satu za 
psikotropika dan diproduksi secara tidak sah/ilegal dalam bentuk 
kapsul dalam labotatorium. Jenis ekstasi yang populer 
dimasyarakat adalah alladin, appel, butterfly, dan electric. Kurang 
lebih 40 menit setelah menelan obat ini langsung bereaksi, Nama 
gaul ekstasi dijalanan antara lain dikenal sebagai E, XTC, Doves, 
Newyorkes, Inex, I, Kancing, dan Essence. Setelahmemakai 
esktasi, pengaruh langsung bagi pengguna adlah menyebabkan 
perasaan“Fly”(terbang, gembira), mudah tersinggung, cemas, 
energik, mata sayup, susah tidur, dan berkeringat,.Akibat jangka 
panjang dari pemakain ekstasi adalah kerusakan saraf otak, 
dehidrasi (kekurangan cairan ), halusinasi (pendengaran atau 
penglihatan semu), agresif (dapat melakukan tindak keji dan akal 
sehat hilang) 
 
 Putaw 
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 Putaw adalah heroin kelas empat sampai enam. Putaw 
berbentuk kecil-kecil, tidak berbau dan mudah larut dalam air. 
Digunakan dengan cara dihisap atau disuntikkan kedalam tubuh 
D. Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika 
1. Pengertian Tindak Pidana Peredaran  Narkotika 
 Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang 
hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 
undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan 
istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa 
hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari 
peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, 
sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan 
ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang 
dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 
 Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau 
tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai 
atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh 
aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan 
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tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau 
sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang 
yang menimbulkan kejadian tersebut. 
 Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap 
kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak 
atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika 
dan Prekursor Narkotika.  
2. Bentuk Tindak Pidana Narkotika 
a. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan 
dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik 
maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar 
secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dan 
penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, 
sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban 
pelaku, melupakan delik formil (M. Taufik Makaro,dkk,2005:49). 
Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola 
penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka 
waktu tertentu dan menimbulkan ganguan fungsi sosial dan 
okupasional (Husain Alatas, dkk;2003:17). 
(Pasal 127 ayat (1), (2), dan (3) 
b. Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, III, baik 
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berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau 
melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122) 
c. Tindak pidana di bidang Produksi Narkotika. Narkotika hanya 
dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah 
memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian 
produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, 
membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak 
langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alamiah 
atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas 
dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk 
memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin 
kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara 
selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan 
narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi 
mereka yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau 
melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk 
Narkotika golongan I Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika 
golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika Golongan 
III. 
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3. Bentuk  Tindak Pidana Peredaran Narkotika  
Bentuk tindak pidana peredaran narkotika yang umum dikenal antara 
lain :  
1. Pengedaran narkotika 
Karena keterikatan suatu mata rantai peredaran Narkotika, 
baik nasional maupun internasional. 
2.   Jual beli narkotika 
Hal ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk 
mencari keuntungan materil, namun ada juga karena 
motivasi untuk kepuasan (M. Taufik Makaro, dkk;2005:43-
45).  
 Pasal mengenai tindak pidana peredaran narkotika : 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika 
Pasal 114 
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dan 
menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh)  tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak 10.000.000.00,00 (sepuluh mliar rupiah) 
2. Dalam hal perbuatan menawarkan, menjual, membeli, dan menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau meneria 
Narkotika Golongan I sebagai mana di maksud pada ayat (1) yang 
dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 
melebihi, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara 
seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun 
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dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan di pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga) 
 
 
Pasal 115 
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim,  mengangkut, atau mentransito Narkotika Golonga I 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit 
Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) 
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentaransito Narkotika Golongan I sebgaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram 
atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan beratnya melebihi 5 (lima) 
gram pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebgaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 
 
. 
Pasal 119 
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, di 
pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahundan pidana denda paling sedikit 
Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
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Pasal 120 
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) beratnya melebih 5 (lima) gram maka pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 124 
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, di 
pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahundan pidana denda paling sedikit Rp 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimna dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal !25 
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) beratnya melebih 5 (lima) gram maka pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  detambah 1/3 (sepertiga). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
 Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang 
akan diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota 
Makassar provinsi Sulawesi Selatan, dengan focus studi kasus 
pada Lapas Kelas IIA Sungguminasa Khusus Wanita dan POLDA 
Sul-sel 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pelaku tindak piadana peredaran narkotika 
oleh perempuan. 
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menalaah literature, artikel, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan beberapa 
teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Studi pustaka 
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Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara 
data dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur-
literatur, ataupun perundang-undangan yang berhubungan 
dengan masalah yang akan dibahas. 
2. Studi lapangan 
Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data 
langsung. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara 
sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan langsung kepada responden 
b. Dokumentasi 
Cara mendapatkan data yang sudah ada dan 
didokumentasikan pada instansi yang terkait 
c. Observasi 
Dilakukan kunjungan dan pengamatan langsung pada lokasi 
penelitian. 
 
D. Analisis Data 
 Data diperoleh dari primer dan sekunder akan diolah dan 
dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
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gambaran jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif 
yaitu meenjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika yang                             
Dilakukan Oleh Perempuan 
 Untuk membahas permasalahan yang dijadikan titik tolak penelitian 
ini, maka data yang diperoleh adalah data-data yang dikumpulkan baik 
dari Kepolisian yakni dari Polda sulsel maupun dari lembaga 
permasyarakata Khusus Wanita kelas IIA Sungguminasa. 
 Peredaran narkotika sudah menjadi sesuatu yang sangat 
memprihatinkan karena peredarannya sudah merebak kemana-mana 
tanpa memandang bulu, baik kalangan atas hingga kalangan bawah,  
anak-anak, tua, maupun muda bahkan sudah tidak mengenal profesi 
apapun itu sudah masuk pada sebuah lingkaran peredaran narkotika, hal 
ini sangat meresahkan masyarakat karena merupakan ancaman yang 
sangat berbahaya bukan hanya terhadap masyarakat akan tetapi juga 
menjadi ancaman yang sangat serius bagi sebuah negara karena 
berpotensi merusak tatanan bernegara selain itu juga bisa merusak 
generasi bangsa. 
 Dalam kenyataannya, baik dirasakan atau tidak tetapi sangat jelas 
bahwa banyak permasalahan yang ditimbulkan dari perdaran narkotika 
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yang tidak sesuai dengan aturan serta prosedur yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah baik melalui peraturan perundang-undangan serta 
peraturan pemerintah, bahkan kaum perempuan pun sudah sangat 
banyak yang terlibat dalam kasus ini. Berikut merupakan data 
sebagaimana data yang penulis dapatkan pada lapas kelas IIA 
Sungguminasa :  
Tabel 1 
Perbandingan Jumlah Kasus Peredaran Narkotika yang Dilakukan 
Oleh Laki-laki dan Perempuan Tahun 2011-2013 
NO Tahun 
 
Kasus Narkotika 
yang dilakukan 
oleh laki-laki 
Kasus narkotika 
yang dilakukan 
oleh perempuan 
Jumlah 
 
 
 
 
1 2011 14 kasus 8 kasus 22 kasus 
2 2012 13 kasus 7 kasus 20 kasus 
3 2013 15 kasus 3 kasus 18 kasus 
 Jumlah 42 kasus 18 kasus 60 kasus 
Sumber Data : Satuan Narkoba Polda Sul-Sel 
  Berdasarkan tabel 1 di atas, tampak bahwa selama kurun waktu 
antara 2011-2013 terdapat 18 kasus peredaran narkotika yang dilakukan 
oleh perempuan di Makassar, dimana jumlah ini lebih sedikit dibandingkan 
oleh laki-laki yaitu 42 kasus. Dari tabel tersebut di atas juga dapat dilihat 
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bahwa dari tahun 2011 hingga 2013 kasus peredaran narkotika yang 
dilakukan oleh perempuan mengalami penurunan dengan jumlah kasus 
paling sedikit yaitu pada tahun 2013 sebanyak 3 kasus 
Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota badan satuan narkoba 
Polda Sul-Sel dijelaskan bahwa tidak ada pembedaan khusus terhadap 
perempuan dan laki-laki yang melakukan peredaran narkotika, 
pembedaan itu hanya ketika penggeledahan pada anggota badan 
perempuan yang dilakukan oleh polwan di satuan narkoba 
Selain itu juga dijelaskan bahwa sebagian besar pelaku peredaran 
narkotika oleh perempuan mengedarkan shabu-shabu. Pihak kepolisian 
membentuk tim khusus yang menyelidiki kasus nakotika yang terangkum 
pada satuan narkoba Polda Sul-sel yang mana diantaranya adalah unit 
lapangan dan unit sidik. Modus penangkapan para pelaku sangat 
tergantung dari informasi warga masyarakat. Selain daripada itu, pihak 
kepolisian juga melakukan penyamaran menggunakan salah satu teknik 
pengungkapan jaringan narkoba yakni teknik pembelian terselubung atau 
biasa dikenal dengan dengan “Teknik Undercover Buy”, dimana 
penyamaran atau proses penyelidikan ini dilakukan hingga berbulan-bulan 
dengan sangat terencana sehingga terkumpul bukti kuat untuk melakukan 
penangkapan terhdap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar data yang telah 
dihimpun akurat tidak terjadi penangkapan yang sia-sia bahkan kejadian 
salah tangkap. Selain cara yang tadi disebutkan, penangkapan terhadap 
pelaku juga bisa secara langsung yakni tertangkap tangan membawa 
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barang bukti berupa narkotika. Penangkapan secara langsung ini 
biasanya terjadi pada saat dilakukannya razia mendadak di sejumlah 
tempat yang dijadikan target operasi, karena pelaku narkotika itu sendiri 
melakukan modus dan tempat transaksi yang berbeda-beda guna 
mengelabui atau mengecoh polisi. 
Lanjut dijelaskan bahwa dalam proses penangkapan atau penindakan 
terhadap kejahatan peredaran narkotika ini tidak luput dari kendala-
kendala yang dihadapi. Bagi pihak kepolisian itu sendiri kendala yang 
sangat sering dialami adalah kurangnya nformasi yang diberikan oleh 
warga masyarakat yang baik secara langsung maupun tidak langsung 
mengetahui adanya suatu peredaran narkotika dan transaksi narkotika 
yang sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan pemikiran masyarakat 
yang salah yang beranggapan bahwa berurusan dengan polisi bisa 
membahayakan jiwanya dan merugikannya. Pola pemikiran masyarakat 
inilah yang harus diubah sehingga dapat lebih membantu jajaran 
kepolisian dalam membrantas peredaran narkotika. Sangat diharapkan 
pula peran keluarga yang sangat berpengaruh terhadap jiwa seseorang 
yang melakukan peredaran narkotika, karena tidak sedikit dari pelaku ini 
adalah mereka yang bermasalah dengan keluarganya misalnya maslah 
ekonomi keluarga. Selain itu pihak kepolisian juga dituntut berinteraksi 
langsung dalam pergaulan masyarakat agar masyarakat lebih akrab dan 
mudah memberikan informasi yang sangat dibutuhkan. 
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Selama proses penyidikan yang dilakukan di unit sidik, tidak sedikit 
pelaku yang mengaku telah mengetahui bahwa narkotika adalah barang 
terlarang yang kesalahan dalam kegunaannya dapat memberikan sanksi 
berat  dan merugikan dirinya, bahkan banyak pula yang telah masuk 
penjara berulang kali dengan kasus yang sama yakni peredaran narkotika. 
Alasan utama yang menjadikan mereka tidak jera adalah alasan 
kenikmatan mendapatkan uang dari hasil peredaran narkotikanya. Namun 
semua alasan tersebut harus dipertanggung jawabkan di persidangan 
karena telah melanggar undang-undang yang berlaku. 
Tabel 2 
Jumlah Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan PerempuanKasus 
Narkotika Tahun 2011-2013 
No Tahun Warga binaan 
Kasus Narkotika 
Warga Binaan 
Kasus (perederan) 
Narkotika 
Jumlah 
1 2011 43 orang 22 orang 65 orang 
2 2012 51 orang 31 orang 82 orang 
3 2013 78 orang 46 orang 124 orang 
 Jumlah 172 orang 99 orang 271 orang 
Sumber : Lembaga Permasyarakan Khusus Wanita Sungguminasa 
Dari tabel tersebut diatas tampak bahwa jumlah warga binaan kasus 
narkotika dari tahun 2011-2013 mengalami peningkatan yakni jumlah 
terbesar pada tahun 2013 sebnayak 78 orang. Jumlah warga binaan dari 
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tahun 2011-2013 yang berkasus narkotika sebanyak 172 orang 
sedangkan yang berkasus peredaran narkotika sebanyak 99 orang, jadi 
keseluruhan jumlah warga binaan narkotika priode 2011-2013 adalah 
sebanyak 261 orang. Data ini adalah jumlah warga binaan narkotika 
secara keseluruhan ang berasal dari daerah di sulawesi selatan, karena 
lapas wanita ini khusus dihuni oleh kaum perempuan yang melakukan 
kejahatan dan telah dijatuhkan hukumannya.  
Tabel 3 
Perbandingan Jumlah Warga Binaan Narkotika Lapas Perempuan 
secara keseluruhan dan Berasal Dari Makassar 
No Tahun Seluruh Warga Binaan 
Kasus Peredaan 
Narkotika Lapas 
Wanita 
 
Warga Binaan 
Kasus 
Peredaran Dari 
Makassar 
Jumlah 
1 2011 22 orang 8 orang 30 orang 
2 2012 31 orang 7 orang   38 orang 
3 2013 46 orang 3 orang 49 orang 
 Jumlah 99 orang 18 orang 117 orang 
Sumber : Lembaga Permasyarakatan Khusus Wanita 
  
Dari tabel tersebut di atas tampak bahwa banyaknya jumlah warga 
binaan narkotika kasus peredaran periode tahun 2011-2013 yang berasal 
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dari Makassar semakin menurun. Hal ini berbanding berbalik dari jumlah 
seluruh warga binaan narkotika kasus peredaran lapas wanita yang 
semakin meningkat. Meskipun pada tahun-tahun dimana jumlah perkara 
ini tampak adanya kenaikan pada tahun sebelumnya tapi belumlah dapat 
dikatakan bahwa jumlah perkara tersebut akan terus meningkat nantinya. 
Berbicara tentang lingkup kejahatan, ada suatu presepsi di balik istilah 
kejahatan, yaitu bahwa orang yang melakukan suatu kejahatan adalah 
seorang penjahat. Dengan pendektan yuridis, maka seorang yang 
melakukan kejahatan, terlebih narapidana, dapat dikatakan sebgai 
seorang penjahat. Hal ini bebrbeda dengan pendekatan kriminologis yang 
tidak serta menempelkan label penjahat pada seseorang, melain 
mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor penyebab seorang tersebut 
melakukan kejahatan. 
Perdaran narkotika secara umum dipengaruhi oleh perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan komunikasi yang 
mempengaruhi kebudayaan manusia. Kejahatan narkotikadengan 
berbagai macam bentuknya tidak seperti kejahatan-kejahatan lainnya 
yang mana pada kejahatan narkotika ini, penulis hanya membatasi hal-hal 
yang berkaitan dengan peredaran narkotika yang dilakukannyaoleh 
perempuan di kota makassar, Sulawesi selatan. 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Sidik 2 
Sat. Reserse Narkoba Polda sul-sel, bahwa pada dasranya tidak ada 
perbedaan yang mencolok antara perempuan dan laki-laki yang menjadi 
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pelaku peredaran narkotika. Namun beliau mengungkapkan beberapa 
faktor yang bisa menjadi penyebab peredaran narkotika khususnya yang 
dilakukan oleh perempuan sebagai berikut : 
 1. Faktor Internal 
     a. Kepribadian 
        Pola kepribadian sesorang besar peranannya dalah peredaran 
narkotika. Orang yang mudah kecewa dan tidak mampu menerima 
kenyataanya terburuk lebih mudah terjerumus kedalam peredaran 
narkotika, dibandingkan dengan orang yang memilikikepribadian yang 
kuat, memiliki idealisme untuk maju, dan dilengkapi dengan keimanan. 
  b .Rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba. 
      Semua orang memiliki rasa ingin tahu bahkan sesuatu hal yang 
tidak harus diketahui. Mencoba sesuatuvhal adalah usaha untuk 
mencari tahu. Sama halnya dengan mengedarkan narkotika, awalnya 
hanya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi pengedar narkotika. 
 c. memecahkan persoalan 
Banyaknya masalah yang dihadapi seringkali menjadikan seseorang 
mencari alasan untuk menghindarinya atau bahkan mencari jalan pintas 
untuk menyelesaikannya. Rasa frustasi dan kegelisahan akan 
persoalan yang ada yang tidak bisa di atasi dan jalan pkiran yang tidak 
menentu sering membuat seseorang memilih untuk mengedarkan 
narkotika. Karena mereka berpikir bahwa dengan mengedarkan 
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narkotika dapat melupakan persoalan yang dihadapinya, seperti 
masalah ekonomi dalam keluarga. 
2. Faktor eksternal 
    a. Keluarga 
        Peredaran narkotika berhubungan erat dengan ketidak harmonisan 
keluarga pelaku, oleh karena banyak pelaku berasal dari lingkungan 
keluarga yang tidak utuh. Rasa ingin tahu deperhatikan oleh keluarga 
menjadi pelaku peredaran narkotika. 
   b. Ekonomi 
       Sulitnya lapangan pekerjaan disertai kebutuhan sehari-hari yang terus 
meningkat menjadi penyebab sesorang mau melakukan apa saja untuk 
mendapatkan uang dengan cepat dan banyak, walaupun mereka tahu 
bahwa pekerjaan tersbut melanggar hukum. Dilihat dari segi 
keuntungan yang diperoleh, menjual atau mengedarkan narkotika 
merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang yang banyak 
yang tidak membutuhkan jenjang pendidikan atau keterampilan yang 
khusus sehingga semua orang dapat melakukannya. 
   c. Pergaulan 
      pergaulan merupakan salah satu faktor yang juga menentukan 
kepribadian, tingkah laku, dan pola hidup seseorang. Pergaulan bebas 
tanpa batas dapat membuat seseorang terjerumus dalam kehidupan 
yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat 
apabila tidak diarahkan dengan tepat. Pada umumnya, pemakai 
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narkotika adalah mereka yang berasal dari kelas ekonomi menengah 
keatas karena merekalah yang memiliki uang relative banyak sehingga 
mampu membeli narkotika yang harganya cukup mahal. Dalam satu hal 
ada yang memanfaatkan situasi dalam pergaulan tersebut, karena 
dengan adanya teman dalam pergaulan yang berekonmi mengah 
keatas. Dia dapat menyediakan narkotika tersebut untuk menjualnya 
kepada teman merka yang berekonomi menengangah keatas. 
Pergaulan juga sangant mempengaruhi karena tidak mengenal jenis 
kelamin, siapa saja yang berada dalam komunitas tersebut, cepat atau 
lambat akan terlibat dalam pengedaran narkotika bahkan sampai 
menggunakan narkotika 
Lanjut beliau menambahkan bahwa kaum perempuan sudah dijadikan 
modus peredaran narkotika sejak lama, secara psikologis, kaum 
perempuan lebih mudah di pengaruhi dandapat mengecoh pihak yang 
berwajib, karena sifat dasar perempuan yang memiliki kharisma lemah 
lembut dan jauh dari bayangan kejahatan. 
Selain hal tersebut diatas, penulis juga telah melakukan penelitian di 
lembaga permasyarakatan khusus wanita di sungguminasa untuk 
mengetahui faktor-fakor penyebab terjadinya kejahatan peredaran 
narkotika yang dilakukan oleh perempuan 
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Tabel 4 
Faktor-Faktor dilakukannya Kejahatan Peredaran Narkotika Oleh 
Perempuan 
No Nama Pelaku Faktor-faktor melakukan 
peredaran narkotika 
Keterangan 
masa hukuman 
1 Sartika Mengikuti suami 
mengedarkan narkotika 
5 Tahun 
2 Nurmi Ekonomi dan Keluarga 6 Tahun 
3 Linda Mengikuti pacar 
mengedarkan narkotika 
 
5 tahun 
4 Hj Saiman Keluarga 6 Tahun 
5 Rahmawati Mengantarkan narkotika 
kerutan 
6 Tahun 
Sumber : Lembaga Permasyarakatan Wanita Sungguminasa 
 
Tabel diatas adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di 
Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas II Sungguminas terhadap warga 
binaan yang mana hasil wawancaranya di jabarkan sebgai berikut : 
1. Sartika, umur 32 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dikenakan pasal 
112 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mengaku mengikuti 
suami mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu sampai ia tertangkap 
dan sekaran menjalani hukuman di Lapas Wanita Sungguminasa 
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2. Nurmi, umur 22 tahun, beprovesi sebagai siswa di SMA, dikenakan 
pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, mengaku 
mengedarkan narkotika jenis habu-shabu karena masalah ekonomi 
sampai ia tertangkap dan sekarang menjalani hukuman di Lapas 
Wanita Sungguminasa 
3 Linda, umur 28 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dikenakan 
pasal 112 UU No.5 Tahun 2009 mengaku mengedarkan narkotika 
bersama pacar jenis shabu-shabu sampai ia tertangkap dan sekarang 
menjalani hukuman di Lapas Wanita Sungguminasa 
4. Hj.Saiman, umur 57 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dikenakan 
pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 mengaku membawakan narkotika 
jenis shabu-shabu karena di suruh oleh kemanakan tanpa mengetahui 
bahwa yang di bawanya ialah narkotika samapi ia tertangkap dan 
sekarang menjalani hukuman di Lapas Wanita Sungguminasa 
5. Rahmawati, umur 47 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dikenakan 
pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 mengaku mengedarkan narkotika 
dengan mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu ke Rutan untuk 
suaminya dan kemudian ia tertangkap dan sekarang menjalani 
hukuman di Lapas Wanita Sungguminasa 
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B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Peredaran Narkotika yang 
Dilakukan Oleh Perempuan. 
Perkembangan Peredaran narkotika dengan berbagai cara dan 
dampak negatif yang ditimbulkan sudah harus dirasakan sebgai ancaman 
yang serius bagi umat manusia yang penanganannya tidak boleh 
setengah-setengah, teteapi wajib menjadi gerakan umat manusia secara 
bersama-sama untuk menyadarkan dan memerangi anggota masyarakat 
yang terlibat dalam pengedaran narkotika, meskipun pelakunya adalah 
kaum perempuan, dimana kaum perempuan ini sangat memegang 
peranan penting dalam suatu rumah tangga. Ketika ia adalah seorang ibu 
yang kemudian dituntut memberikan dan mengajarkan segala kebaikan 
kepada anak-anaknya, maka seketika kaum perempuan harus memiliki 
adab dan kelakuan baik bukan terjebak dalam peredaran narkotika. 
Karena intinya, tidaklah menjadi suatu hal yang mengherankan jika anak-
anaknya kelak mengikuti perbuatannya tersebut. Hal inilah yang 
menjadiperhatian khusus dalam penanggulangan peredaran narkotika 
khususnya yang dilakukan oleh kaum perempuan. 
Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan pada 
umumnya dan peredaran narkotika pada khususnya juga bervariasidan 
disesuaikan dengansituasi dan kondisi dalam suatu lingkungan 
masyarakat. Kebudayaan, pemerintah serta kebijaksanaannya turut pula 
mempengaruhi cara-carapenanggulangan peredaran narkotika. Dari hasil 
wawancara penulisdengan Pihak Kepolisian, Kanit Idik 2 Sat, Resesrse 
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Narkoba Polda,  Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian 
dalam menanggulangi peredaran narkotika khususnya oleh kaum 
perempuan adalah sebagai berikut :  
a. Upaya Pre-Emtif 
    Upaya preemtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha 
tersebut adalah menanamkam nilai-nilai tersebut terinternalisi dalam diri 
seseorang. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu 
kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan 
terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari narkotika. 
   Kegiaan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan 
lingkungan pola hidup masayarakat terutama kaum perempuan. Adapun 
cara-cara yang dilakukan oleh institusi kepolisian adalah dengan 
memberikan penyuluhan akan dampakyang ditimbulkan dalam peredaran 
narkotika ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan masa 
depannya sebagai warga negara. Upaya yang dilakukan untuk mencegah 
terjadinya peredaran narkotika melalui pengendalian dan pengawasan 
jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran 
gelap dengan tujuan agar potensikejahatan itu tidak berkembang menjadi 
ancaman faktual. 
b. Upaya Preventif (Pencegahan) 
     Yaitu, upaya pencegahan yang dilakukan secara sistematis, 
berencana, terpadu dan terarah dengan tujuan agar peredaran narkotika 
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yang dilakukan khususnya kaum perempuan tidak timbul. Upaya-upaya 
preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang 
masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam 
upaya pencegahanini juga dilakuakan tindakan yang mempersempit ruang 
gerak. Oleh katena upaya pencgahan ini dilakukan secara sistematis,  
berencana, terpadu dan terarah, maka dibutuhkan kerjasama yang baik 
dalam hal ini dan masyarakat 
 Upaya penanggulangan narkotika yang sifatnya preventif adalah 
sebagai berikut : 
    1. Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan 
terhadap segala kemungkinan terjadinya peredaran narkotika, apalagi 
jika pelakunya merupakan perempuan  
   2. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawa akan transaksi 
narkotika yang dilakukan oleh oknum atau mereka yang tidak 
bertanggung jawab. 
   3 .Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patrol yang dilakukan secara rutin 
   4. Menghimbau kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada 
pihak yang berwajib apabila ada hal-hal yang mencurigakan mengenai 
transaksi narkotika, sehingga membantu pihak kepolisian dalam 
menangani peredaran narkotika tersebut. 
c. Upaya Represif (Penindakan) 
     Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak kepolisian juga melakukan 
tindakan terhadap kasus-kasus peredaran narkotika. Upaya ini dilakukan 
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pada saat terjadinya tindak pidana.  Tindakan inilah yang dikenal dengan 
upaya represif. Dalam menangulangi peredaran narkotika tersebut 
kesatuan narkoba. Polda Sul-Sel  melakukan tindakan-tindakan, yaitu : 
 1. Membentuk Tim khusus yang ditempatkan di daerah yang sering dan 
daerah yang dicurigai terjadi transaksi narkotika, yakni dengan 
melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk mencari dan 
menangkap oknum yang terbukti melakukan transaksi. 
2. mengadakan razia di tempat0tempat yang disinyalir dapat digunakan 
sebagai tempat atau sarana penyalahgunaan narkotika seperti tempat 
kost, kafe, bar, diskotik, hotel, sekolah serta tempat-tempat lain. 
3. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti tertangkap 
tangan baik itu mengedarkan maupun menggunakan narkotika. 
4. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti serta 
upaya lainnya dalam rangka penyidikan perkara dan selanjutnya 
dilimpahkan de dejaksaan. 
 
Lembaga Permasyarakatan juga merupakan instansi hukum yang 
melakukan upaya penanggulangan kejahtan peredaran narkotika dengan 
melakukan pembinaan terhadap narapidana agar mereka tidak 
mengulangi kembali perbuatannya. Upaya tersebut dilakukan dengan 
mengubahcara-cara penyiksaan dan isolasi sebagai ganjaran atau 
penebus kearah suatu sistem penyadaran perilkau, sehingga apa yang 
dirasakan sebgai penderitaan tidak terulang lagi di masa=masa 
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berikutnya. Tidak terulang dalam hal inibukan semata-mata karena pelaku 
takut akan siksaan atau hukuman, tetapi juga karena telah menyadari 
bahwa perbuatan yang pernah dilakukannya itu tidak terpuji dan 
merugikan dirinya sendiri dan orang lain. 
 Jenis-jenis pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga 
Permasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa menurut kepala Lapas 
terdiri dari : 
          a. Pembinaan Spiritual 
              Bentuk pembinaan ini adalah melalui ceramah-ceramah 
keagamaan, khususnya di hari jumat, pelajaran mengaji serta 
pendidikan agama. 
          b. Pembinaan keterampilan 
        Untuk pembinaan ini bagi warga binaan yang buta huruf 
diajarkan membaca dan menulis. Biasanya materi pembinaan 
keterampilan untuk para warga binaan adalah kerajinan yang lazim 
wanita kerjakan seperti keterampilan menyulam, menjahit, memasak 
serta usaha-usaha lain yang dapat memberikan semangat 
wiraswasta sehingga nantinya diharapkan setelah keluar dari nlapas 
dijadikan salah satu sumber penghasilan baginya dan keluarganya 
         c. Pembinaan sosial 
         Dalam pembinaan ini, kepada warga binaan dibekali 
pendidikan kemasyarakatan antara lain menggiatkan kegiatan olah raga 
seperti senam kesegaran jasmani yang diadakan setiap pagi, juga 
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melibatkan warga binaan dalam kegiatan kebersihan atau kerja bakti. Hal 
ini dilakukan agar setelah keluar nanti, warga binaan tersebut tidak 
merasa canggung untuk membaur kembali dalam masyarakat 
Menurut hasil wawancara diatas dan hasil observasi penelitian yang 
dilakukan penulis, dapat pula dipaparkan bahwa faktor-faktor yang 
menjadi penyebab peredaran narkotika dan upaya penanggulangannya 
adalah : 
 Faktor internal pelaku, dimana terdapat berbagai macam 
penyebab kejiwaan yang mendorong sesorang terjebak 
dalam peredaran narkotika khususnya perempuan yaitu : 
 Perasaan egois 
 Kehendak ingin bebas 
 Kegoncangan jiwa 
 Rasa ingin tahu 
 Fator eksternal pelaku, dimana faktor-faktor yang datang dari 
luar banyak sekali diantaranya yaitu : 
 Keadaan ekonomi keluarga 
 Pergaulan/Lingkungan 
 Kemudahan untuk mendapatkan barang 
 Kurangnya pengawan 
 Ketidaksenangan dengan keadaan sosial 
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 Adapun yang menjadi upaya penanggulangan yang bisa dilakukan 
agar peredaran narkotika ini tidak terjadi , yakni : 
 Program informasi, yaitu cara mengemukakan sesuatu 
secara sensasional justru akan menarik bagi banyak orang 
untuk menguji kebenarannya seperti hal informasi tentang 
apa yang dimaksud narkotika itu. 
 Program pendidikan efektif, yang mana di tujukan untuk 
mengembangkan kepribadian, mendewasakan kepribadan, 
meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan 
bijak, mengatasi tekanan mental secara efektif, 
meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan 
kemampuan komunikasi interpersonal 
 Pengenalan dni dan intervasi dinim yakni dengan mengenal 
dengan baik ciri-ciri sesorang yang mempunyai resiko tinggi 
akan penggunaa obat. Segera memberi dukungan moril 
terhadap mereka yang mengalami atau menghadapi masalah 
krisis dalam hidupnya 
 Program latihan keterampilan psikososial, yakni dengan 
kegiatan pemutaran film yang memperlihatkan bagaimana 
remaja mendapatkan tekanan dari pergaulannya yang 
berujung pada merugi karenaia menggunakan narotika selain 
itu kepada remaja dikembangkan suatu keterampilan dalam 
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menghadapi problema hidup yang menyebabkan mereka 
mampu menolak suatu ajakan atau tekanan kelompoknya. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan masalah peredaran narkotika yang dilakukan 
oleh perempuan di Makassar priode tahun 2011-2013, maka dapat ditarik 
kesimpulan, sebagai berikut :  
      1. Faktor penyebab peredaran narkotika yang dllakukan oleh 
perempuan di makassar disebabkan karena faktor-faktor 
sebagai berikut  
 Faktor Individual 
o Kepribadian 
o Perasaan ingin tahu dan keinginan untuk mencoba 
o Memacahkan persoalan 
 Faktor lingkungan 
o Keluarga 
o Ekonomi 
o Keluarga 
2. Usaha-usaha yang di tempuh selama ini ,dalam upaya 
menanggulangi kejahatan peredaran narkotika terdiri dari : 
 Usaha mencegah /pre-emtif dan preventif dari POLRI, yakni 
pengadaan penyuluhan hukum dibantu instansi terkait serta 
razia rutin transaksi narkotika, dan patroli-patroli khususnya 
di daerah-daerah yang sering terjadi tindak kejahatan 
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 Usaha penindakan/represif oleh POLRI berupa upya 
memproses sebagaimana mestinya pelaku kejahatan 
sesuai dengan mekanisme peradilan pidana 
 Usaha pembinaan, yakni membina para pelakau peredaran 
narotika yang telah dinyatakan bersalah di Lembaga 
Permasyarakatan Khusus Wanita, yang terdiri dari 
pembinaan spiritual, pembinaan keterampilan dan 
pembinaan sosial 
B. Saran 
Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, penulis merasa perlu 
memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam usaha 
menghadapi peredaran narkotika yang khususnya dilakukan oleh 
perempuan di masa-masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut : 
1. Metodi moralistik, upaya ini dilakukan dengan membina mental 
spritual yang biasa dilakukan oleh ulama ataupun pendidik. Hal ini 
agar pelaku dapat mengatur kondisis emosional dan jiwanya 
sehingga mencegah diriny terjerumus untuk melakukan perbuatan 
yang terlarang. 
2. Upaya pembinaan mental masyarakat dengan melibatkan anggota-
anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial 
kemasyarakatan, serta mengetahui arti pentinggnya peran keluarga 
terhadap tumbuh kembang seseorang yang dapat menyebabkan 
kebaikan atau bahkan keburukan terhadap hidupnya 
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3. Penyuluhan kesadaran hukum mengenai narkotika sebagai benda 
terlarang, yang penggunaannya telah diatur oleh undang-undang 
sehingga masyarakat tidak boleh mengedarkan atau 
menyalahgunakan baik untuk kepentingan pribadi maupun 
kelompok, terutama dalam hal pergaulan terhadap suatu kelompok 
yang diketahui menggunakan narkotika, selain itu menyadarkan 
bahwa pentingnya informasi yang diberikan oleh warga agar dapat 
membantu pihak kepolisian mengungkap sindikat peredaran 
narkotika. 
4. Melakukan upaya-upaya pelatihan pemberdayaan perempuan baik 
secara sosial maupun ekonomi. Dengan melatih keberdayaan 
perempuan tersebut, diharapkan kaum perempuan tidak pasrah 
dalam mengatasi permasalahan perekonomian keluarga yang 
dihadapinya bahkan sampai mengambil jalan pintas untuk 
mengedarkan narkotika. 
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